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Abstrak 

Dibutuhkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa berdasarkan 
prinsip good governance. Jika dana desa digunakan sesuai prioritasnya, maka pengelolaan dananya dikatakan 
efektif sehingga dana-dana tersebut dapat digunakan dan disalurkan serta mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Sampel penelitian ini adalah masyarakat Nagari Sumpur yang berumur 17 keatas atau sudah 
mempunyai hak pilih dengan sampel sebanyak 96. Jenis penelitian adalah kuantitatif dan teknik pengambilan 
sampel dilakukan secara proportional random sampling. Pengujian data menggunakan SPSS versi 23. Hasil 
analisis menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolan dana desa 
dengan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 2,228 > 1,662 dengan nilai siginifikansi 0,028 > 0,1. Partisipasi 
masyarakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolan dana desa dikarenakan t hitung 
lebih kecil dari t tabel yaitu -0,786 < 1,662 dengan nilai siginifikansi 0,434 > 0,1. Transparansi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pengelolan dana desa dengan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 6,388 > 
1,662 dengan nilai siginifikansi 0,000 < 0,1. Serta ketiga variabel yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat 
dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan dana desa, hal ini ditunjukkan dengan 
nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu 49,087 >2,14 dan juga nilai signifikansi sebesar 0,000 yang 
lebih kecil dari 0,1. 
 
Kata Kunci : Akuntabilitas, Partsisipasi Masyarakat, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa. 
 

Abstract 
Community participation, transparency, and accountability are needed in managing village funds based on the 
principles of good governance. If village funds are used according to their priorities, then the management of 
the funds is said to be effective so that these funds can be used and distributed in order to achieve the goals 
that have been set. The sample of this study was the Nagari Sumpur people who were 17 years old or above or 
already had the right to vote with a sample of 96. The type of research is quantitative and the sampling 
technique is carried out by proportional random sampling. Data testing using SPSS version 23. The results of 
the analysis show that accountability has a positive and significant effect on village fund management with a 
calculation greater than t table, namely 2,228 > 1,662 with a siginifian value of 0.028 > 0.1. Community 
participation has a negative and insignificant effect on village fund management because the calculation is 
smaller than the table t, which is -0.786 < 1.662 with a significance value of 0.434 > 0.1. Transparency has a 
positive and significant effect on village fund management with a calculation greater than t table, namely 
6,388 > 1,662 with a siginififiction value of 0.000 < 0.1. As well as the three variables, namely accountability, 
community participation and transparency simultaneously affect the management of village funds, this is 
indicated by a calculated F value greater than the table F value of 49,087 >2.14 and also a significance value 
of 0.000 which is smaller than 0.1. 
 
Keywords: Accountability, Community Participation, Transparency, Village Fund Management. 

PENDAHULUAN 
Bangsa Indonesia berusaha mencapai tujuan nasional melalui pengadaan pembangunan 

nasional dengan melakukan pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang mengutamakan 
masyarakat yang adil dan makmur sesuai UUD 1945 dan Pancasila seperti saat ini. Upaya 
pembangunan terus dilakukan di seluruh wilayah desa maupun kota. Kewenangan dan peraturan 
sebuah desa secara struktural telah tercantum dan diatur pada UU No.60 Tahun 2014. UU tersebut 
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mencantumkan mengenai APDB (Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah) sebagai sumber 
anggaran desa.1 

Pemerintah berharap adanya kesinambungan dan kelancaran dalam pengelolaan dana 
desa harus dimulai dari wilayah nagari atau perdesaan. Sekumpulan masyarakat hukum dengan 
batasan wilayah tertentu yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan 
pemerintahannya sendiri disebut nagari. Dasar dari kepentingan masyarakatnya adalah hak 
tradisional, hak asal usul dan prakarsa masyarakat yang dihormati serta diakui oleh sistem 
pemerintahan NKRI. UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kualitas kehidupan masyarakatnya, nagari diberi kewenangan untuk menjalankan dan mengatur 
potensi yang dimilikinya sendiri.2 

Tata kelola pemerintahan bisa terlaksana dengan baik karena adanya peran dari 
akuntansi pemerintahan dalam mengelola keuangan publik baik di desa, daerah maupun di pusat 
pemerintahan. Melalui buku berjudul Akuntansi Sektor publik karyanya, Muindro menyebutkan 
terdapat 3 pilar utama dalam good governance yakni partisipatif, akuntabilitas, serta 
transaparansi.3 Salah satu dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor 
publik yaitu Akuntabilitas kebijakan mengenai pertanggung jawaban berbagai kebijakan yang 
pemerintah daerah dan pusat ambil kepada masyarakatnya. Kebijakan tersebut terkait dengan 
pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan.4 

Tercapainya tujuan harus dijadikan pertimbangan utama dalam pengukuran efektivitas 
pengelolaan dana desa. Jika dana desa digunakan sesuai prioritasnya, maka pengelolaan dananya 
dikatakan efektif sehingga dana-dana tersebut dapat digunakan dan disalurkan sesuai rencana 
waktu yang sudah ditetapkan, dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai manfaatnya, 
dan seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat tersebut melalui program- program tertentu.5 

Sebuah kewajiban memberikan pertanggung jawaban dengan menjelaskan dan menjawab 
kinerja seorang individu, pimpinan, atau badan hukum kepada pihak yang berwenang dan berhak 
untuk meminta atau menerimanya disebut akuntabilitas.6 Peran serta atau partisipasi 
masyarakat secara umum diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan sukarela dan aktif 
dikarenakan alasan tertentu untuk mengikuti seluruh kegiatan tersebut mulai dari pembuatan 
rencana, pengendalian dan pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil kegiatannya.7 Sebuah prinsip 
keterbukaan yang membuat manusia mampu mendapatkan dan mengetahui akses informasi 
secara luas mengenai keuangan daerah disebut transaparansi. Berbagai informasi mengenai 
kegiatan pemerintahan seperti hasil capaian suatu kegiatan, proses pelaksanaan, pembuatan, dan 
kebijakan-kebijakan tertentu bisa diakses dengan bebas oleh masyarakat melalui transparansi 
ini.8 

Dasar dari akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan suatu hal kepada pemberinya. 
Tidak hanya akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal juga ditekankan dalam akuntabilitas 
publik. Masyarakat bertindak partisipatif atau melibatkan diri secara tidak langsung maupun 
langsung dalam penyaluran aspirasi bagi pengambilan keputusan melalui sebuah lembaga 
perwakilan. Dasar dari partisipasi ini ialah kebebasan berpartisipasi secara konstruktif, 
berbicara, dan berasosiasi. Setiap orang yang membutuhkan informasi bisa mendapatkannya 
melalui transaparani yang membebaskan publik untuk memperoleh informasi. Dengan kata lain, 
terdapat keterlibatan atau pastisipasi masyarakat dalam transaparansi publik tersebut.9 

Dibutuhkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola 
dana desa berdasarkan prinsip good governance agar para aparat desa menunjukkan perilaku 
sesuai peraturan hukum dan etika yang ada dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
kewajiban atas sumber daya publik pada pihak yang berwenang atau pemberi tanggung jawab 
tersebut. Berbagai hal buruk dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, 
misalnya penyalahgunaan dana desa dan wewenang, serta salah paham antara masyarakat 
dengan aparat pemerintah.10 

Penyelenggaraan keuangan desa awalnya diatur dalam Permen dalam Negeri No.113 
Tahun 2014 kemudian diubah ke dalam Permen dalam Negeri no.20 Tahun 2018. Khusus untuk 
Kabupaten Tanah Datar diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Datar No.11 Tahun 2014 
mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Dijelaskan dengan tegas pada Pasal 2 ayat 1 
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bahwa keuangan dalam nagari harus dikelola sesuai peraturan UU, transparan, dengan sebaik-
baiknya, dan secara bertanggung jawab agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat 
terpenuhi tanpa terjadi tumpang tindih dalam tata kelolanya. Namun masih saja ditemukan 
penyimpangan dan pelanggaran pengelolaan keuangan di lapangan11. Menurut data dari ICW 
diketahui bahwa tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi pada sektor anggaran dana desa oleh 
para APH (aparat penegak hukum) yang diperkirakan senilai 233 miliar rupiah12. 

Kasus di 3 nagari di Kabupaten Tanah Datar yakni Minangkabau Kecamatan Sungayang 
Sumanik Kecamatan Salimpaung, Koto Baru Kcematan X Koto merupakan salah satu dari ratusan 
kasus penyalahgunaan keuangan nagari di Indonesia. Kasus tersebut berupa terganjalnya proses 
pencaitan dana tahap I di 3 nagari yang mengakibatkan 72 nagari lainnya terhambat menerima 
pencairan dana tahap II. Minimnya transaparansi laporan keuangan dari ketiganya menjadi 
penyebab utama keterlambatan tersebut. Agar terhindar dari kesalahan dan penyimpangan 
penyaluran dana nagari, diperlukan laporan pengajuan baik berbentuk fisik maupun keuangan 
kepada pemerintahan pusat.13 

Berdasarkan data yang diperoleh setelah mewawancarai Bapak Ryan Naldo, AMd.T 
sebagai Kaur Perencanaan di Nagari Sumpur pada tanggal 25 Agustus 2022. Nagari atau Desa 
Sumpur menjadi salah satu desa penerima pendapatan pemerintah yang berasal dari APBD dan 
APBN. Rencana kerja pemerintah Nagari Sumpur dimulai dari perencanaan yang di awali dengan 
musyawarah dengan masyarakat di tingkat jorong atau RT dan hasil yang dapat akan di 
musyawarahkan lagi dengan masyarakat di tingkat nagari dan terakhir musyawarah oleh tim 
musyawarah rembuk nagari (Musrembung) yang akan di ambil 2-3 kegiatan yang merupakan 
prioritas. Selanjutnya, kegiatan yang menjadi prioritas akan dilaksanakan survey dan dibuat RAB 
(Rencana Anggaran Biaya) oleh perencana atau kader teknis. Pelaksanaan, yaitu Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang bertugas merancang anggaran biaya dari usulan 
kegiatan yang diajukan, setelah itu ada SK kegitatan yang terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan 
(TPK) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). TPK yang dibentuk oleh PTPKN yang terdiri dari 
masyarakat di Nagari Sumpur, TPK yang bertugas mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan 
dan juga bertanggung jawab terhadap alat dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan 
kegiatan. Penatausahaan, yaitu TPK bertanggung jawab kepada PTPKN di bidang pelaksanaan 
kegiatan akan melaporkan laporan realisasi terhadap penggunaan dana kepada bendahara nagari. 
Pelaporan dan pertanggung jawaban, yaitu TPK bertanggung jawab memberikan laporan kepada 
PTPKN, selanjutnya PTPKN melaporkan kepada bendahara nagari dan bendahara nagari 
memberikan laporan kepada Wali Nagari untuk melanjutkan laporan kepada tim verifikasi 
kecamatan dan terakhir laporan dilanjutkan kepada kabupaten (ekspetorat).14 

Berdasarkan data yang diperoleh setelah mewawancarai Bapak Ryan Naldo, AMd.T 
sebagai Kaur Perencanaan di Nagari Sumpur pada tanggal 25 Agustus 2022, bahwa Nagari 
Sumpur telah memakai APBN berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. 
Untuk kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa yaitu di bagian perencanaan 
setelah usulan didapatkan dan sudah dilanjutkan ke RAB dan surat izin bebas lahan sudah 
didapatkan, namun yang terjadi saat pelaksanaan terjdi kendala dimana lahan yang sudah diberi 
izin ditarik kembali oleh pemilik lahan. Penggunaan teknologi informasi berupa jaringan internet 
dan perangkat keras serta lunak lain menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan 
akuntabilitas. Proses penyususnan laporan keuangan di desa dapat dilakukan dengan lebih 
mudah melalui ketersediaan alat komputer di setiap desa. Kesalahan penyusunan juga bisa 
diminimalisir melalui penggunaan teknologi tersebut sehingga hasilnya menjadi lebih akuntabel. 
Kendala dalam partisipasi masyarakat adalah minimnya kerjasama atau pasrisipasi masyarakat 
yang disebabkan oleh kesadaran mengenai kerjasama membangun desa yang kurang serta 
kesibukan masing-masing orang sehingga terjadi ketidakefektivan berbagai program desa. Untuk 
kendala yang terjadi dalam transparansi adalah penyampaian informasi yang diberikan baru 
berupa spanduk yang hanya di pasang di kantor wali nagari dan di lokasi kegiatan untuk website 
resmi dari kantor wali nagari belum tersedia. Banyak nagari di Kabupaten Tanah Datar sudah 
memiliki website resminya namun ada sebagian juga yang masih belum salah satunya adalah 
Nagari Sumpur, di Nagari Sumpur untuk pembuatan website resmi sebenanrnya sudah di 
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rencanakan untuk surat pengajuannya sudah di kirimkan ke kominfo namun masih belum ada 
respon sampai sekarang.15 

Dari penelitian terdahulu Putra dan Rasmini (2019) yang berjudul “Pengaruh 
Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana 
Desa” didapati hasil bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi masyarakat 
berpengaruh positif dan siginifikan pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.16 Hal tersebut 
sejalan dengan riset dari Prihasantyo Siswo Nugroho, dkk (2022) yang berjudul “Pengaruh 
Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi 
Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, didapati hasil bahwa 
variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Tahunan 
Kabupaten Jepara.17 Dan penelitian Nada Salsabila Ramadhani, Anik Yuliat 

 
  
 
 
(2021) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat 

Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, didapati hasil bahwa variabel Akuntabilitas, 
transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana 
desa.18 

Perbedaan penelitian yang peneliti teliti ini dengan beberapa penelitian tersebut ialah 
teknik pengambilan sampelnya. Peneliti terdahulu memakai purposive sampling dalam 
pengambilan sampelnya dengan menentukan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan 
penelitian. Sedangkan peneliti disini menggunakan proportional random sampling yaitu cara 
pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa 
memperhatikan strata dalam populasi tersebut. 

Dalam pengelolaan dana nagari, Nagari Sumpur mendapatkan penerimaan dana yang bisa 
dikatakan tidak jauh berbeda setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir, dimana anggaran di 
setiap tahun dari 2017-2021 secara berurutan bernilai Rp.796.788.000, Rp.695.723.000, 
Rp.825.247.000, Rp.763.099.000, dan Rp.784.638.000. Terjadi penurunan yang lumayan jauh 
pada 2018 namun meningkat lagi pada 2019.19 

METODE  
Peneliti menetapkan kuantitatif berbasis deskriptif sebagai metode penelitian dalam 

penelitian ini. Peneliti menggunakan data primer sebagai sumber dan jenis data dalam 
mengumpulkan berbagai informasi atau data dari onjek penelitian yaitu Nagari Sumpur, 
Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Populasi yang peneliti gunakan di sini yaitu 
seluruh masyarakat Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar berusia 
lebih dari 17 tahun atau yang sudah mempunyai hak suara. Peneliti menetapkan sampel melalui 
teknik proportional random sampling. Peneliti menyebarkan sebuah kuesioner atau angket dalam 
mengumpulkan data primer. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. Jenis Kelamin Responden 

 
Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

Laki-laki 63 66% 

Perempuan 33 34% 

Total 96 100% 
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Dari data diatas disimpulkan bahwa responden laki-laki telah mendominasi data dalam 
penyebaran kusioner ini. Dari hasil itu, didapat bahwa responden laki-laki berjumlah 63 orang 
dan responden perempuan berjumlah 33 orang. 

 
Tabel 2. Usia Responden 

 
Kelompok Usia 

(Tahun) 
Jumlah Responden 

(Orang) 
 

Persentase (%) 

17-30 35 36% 

31-40 18 19% 

41-50 21 22% 

51-60 18 19% 

>60 4 4% 

Total 96 100% 

 
Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

berusia 17-30 tahun dengan berbagai usia responden mulai dari 17-30 tahun sebanyak 35 orang, 
31-40 tahun sebanyak 18 orang, 41-50 tahun sebanyak 21 orang, 51-60 tahun sebanyak 18 orang, 
dan lebih dari 60 tahun sebanyak 4 orang. 

 
Tabel 3.Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X1) 

Item 
Kuesioner 

R hitung R tabel Keterangan 

X1.1 0,755 0,2371 Valid 

X1.2 0,853 0,2371 Valid 

X1.3 0,781 0,2371 Valid 

X1.4 0,716 0,2371 Valid 

X1.5 0,649 0,2371 Valid 

 
Dapat diketahui dari tabel 3. bahwa nilai r hitung dari masing- masing item pernyataan 

variabel Akuntabilitas (X1) lebih besar dibanding nilai r tabel menggunakan uji 2 arah yaitu 
0,2371. Sehingga dapat dinyatakan setiap butir pernyataan pada variabel X1 valid. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
Test 

Unstandardized 
Residual 

N  96 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

 Std. Deviation 1.67418292 
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Most Extreme 
Differences 

Absolute .070 

 Positive .070 

 Negative -.050 

Test Statistic  .070 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .200c,d 

 
 

Merujuk pada tabel 4. dari hasil output uji normalitas menggunakan pendekatan 
Kolmogorov Smirnov data berdistribusi normal. Pengambilan keputusan dilihat dari nilai 
(Asymp.Sig 2-tailed) yang lebih besar dari nilai signifikansi 10% yaitu 0,200 > 0,10. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficientsa 
 

 
 
Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant)   

Akuntabilitas .398 2.515 

Partisipasi 
Masyarakat 

.382 2.616 

Transparansi .384 2.605 

 
Merujuk pada tabel 4.12 hasil nilai VIF variabel Akuntabilitas (X1) memiliki nilai sebesar 

2,515, variabel Partisipasi Masyarakat (X2) sebesar 2,616 dan variabel Transparansi (X3) sebesar 
2,605. Nilai VIF ketiga variabel lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada indikasi 
multikolinieritas. 
 
Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur Kecamatan 
Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar 

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis diatas, variabel Akuntabilitas (X1) berpengaruh dan 
signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan 
Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu 2,228 > 
1,662, dan nilai signifikansi 0,028 < 0,1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam 
penelitian ini dapat diterima, karena nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dan signifikan. 
Diterimanya hipotesis pertama memberikan makna bahwa semakin meningkatnya akuntabilitas 
akan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan baik apabila dalam setiap 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan dan pemerintah 
desa mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya, dimulai dari perencanaan yang diawali 
dengan musyawarah dengan masyarakat nagari, pelaksanaan yang dilakukan oleh PTPKN, 
penatausahaan yaitu pertanggungjawaban dari TPK kepada PTPKN, pelaporan dan 
pertanggungjawaban dari pihak nagari kepada kecamatan. Pelaksanaan setiap tahap tersebut 
harus diwujudkan sehingga pengelolaan dana desa bisa mencapai hasil yang maksimal. Perangkat 
desa dalam mengelola dana desa harus taat terhadap aturan-aturan yang berlaku karena ketaatan 
perangkat desa merupakan cerminan atas kompetensi yang dimilikinya, kompetensi yang dimiliki 
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oleh perangkat desa berperan dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban kepada 
pemerintah pusat maupun kepada masyarakat atas dana yang diperoleh. 

Hasil ini juga sejalan dengan teori stewardship dimana para manajemen atau perangkat 
desa tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil 
utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam 
membuat pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai 
dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat 
dibandingkan. Pemerintah desa juga harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah 
dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban 
pemerintah desa sehingga pengelolaan dana desa berjalan maksimal. 

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur 
Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar 

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis diatas, variabel Partisipasi Masyarakat (X2) tidak 
berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan 
Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung 
< t tabel yaitu -0,786 < 1,662, dan nilai signifikansi 0,434 > 0,1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 
hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat diterima, karena nilai t hitung lebih kecil dari pada nilai 
t tabel dan tidak signifikan. Tidak diterimanya hipotesis kedua memberikan makna bahwa 
walaupun kurangnya partisipasi masyarakat tidak akan memberikan pengaruh terhadap 
pengelolaan dana desa karena hampir disetiap kegiatan dana desa sudah di tunjuk tim pelaksana 
dan pekerja yang di beri upah. 

Hasil ini juga sejalan dengan teori keagenan dimana masyarakat yang berperan sebagai 
principals dan pemerintahan desa yang berperan sebagai agents dengan harapan bahwa agen 
akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal. Pemerintah desa 
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk 
memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan 
pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang 
kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya dan disini masyarakat berperan dalam 
menyampaikan aspirasinya dan akan dijalankan oleh pihak pengelola sumber daya. 

 
Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Sumpur Kecamatan 
Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar 

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis diatas, variabel Transparansi (X3) berpengaruh dan 
signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan 
Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh nilai t hitung > t tabel yaitu 6,388 > 
1,662, dan nilai signifikansi 0,000 < 0,1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis dalam 
penelitian ini dapat diterima, karena nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dan signifikan. 
Diterimanya hipotesis ketiga memberikan makna bahwa semakin meningkatnya transparansi 
akan menjadikan pengelolaan dana desa juga berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan 
aturan yang berlaku. Dalam tahapan pengeloaan dana desa terdapat tahap pelaksanaan yang 
sepenuhnya dilakukan oleh aparat desa yang berwenang mengelola, dalam perwujudan 
keterbukaan informasi maka setiap pelaksanaan kegiatan dana desa wajib dilengkapi dengan 
adanya keterbukaan informasi seperti pemasangan papan informasi kegiatan pada lokasi 
pembangunan dan didepan kantor wali nagari. Dengan adanya transparansi maka perwujudan 
tata pemerintah yang baik dalam pengeloaan alokasi dana desa bisa dikatakan berhasil. 

Hasil ini sejalan dengan teori stewardship seperti pada akuntabilitas dimana para 
manajemen atau perangkat desa tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih 
ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Selain membuat 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, pemerintah desa juga berkewajiban untuk 
memberikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa secara terbuka, dan jujur, berupa penyajian 
laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa 
masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut. 

https://doi.org/XX..XXXXX/ARIMAI


Jurnal Sosial Dan Humaniora   Vol. 1, No. 1 Agustus 2023, Hal. 1-10 
  DOI: https://doi.org/XX..XXXXX/ARIMA  

 

ARIMA 
P-ISSN XXXX- XXXX | E-ISSN XXXX- XXXX  8 

KESIMPULAN 
Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif 

terhadap pengelolaan dana desa . Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,028 lebih 
kecil dari 0,1 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 2,228 > 1,662. Hasil uji parsial (uji t) 
menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap pengelolaan 
dana desa . Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,434 lebih besar dari 0,1 dan nilai 
t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu -0,786 < 1,662. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa 
variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa . Hal ini dibuktikan 
dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,1 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel 
yaitu 6,388 > 1,662. Hasil Uji F menunjukkan variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan 
transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Nagari 
Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Hal ini telah dibuktikan dengan F 
hitung > F tabel dengan nilai 49,087 > 2,14 dan nilai signifikan yang diperoleh adalah lebih kecil 
dari 0,1 yaitu 0,000. 
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